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BAB II

KEUDUKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA
TERHADAP HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dilihal dari fungsi peraturannya, kedudukan Hukum Keuangan
Negara terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara merupakan sebagai hukum ajektif, karena keberadaan
Hukum Keuangan Negara sebagai objek hukum, diawali dengan
adanya Tata Negara dan Administrasi Negara. maka peraturan hukum
yang mengambil objek negara dapat dikelompokannya menjadi tiga.
Kelompok pertama adalah ketentuan hukum yang memberi hak,
membebani kewajiban, dan melindungi kepentingan, Kelompok ke-
dua adalah peraturan hukum vang ketentuan-ketentuannya meng-
atur tentang pelaksanaan ketentuan hukum kelompok pertama.
Kelompok ketiga adalah peraturan hukum perbuatan vang menyim-
pang dari ketentuan hukum kelompok kedua, _—
Dalam kehidupan bernegara dibutuhk

bersama tentang hak dan kewajiban, dey
kehidupan bersama dapat terjaga. Olek
an utama tentang peraturan hukum §
negara pada mulanya adalah huku
hukum materiel setiap masyarakat my
hak dan kewajiban, serta perlindung
politik, ekonomi, sosial, pendidikan, !
hukum, dan pelayanan public,




























. Buku Ini mengkaji secara komprehensif sistem pengelolaan
: gan negara yang dilengkapi berbagai materi peraturan
sundangan berkaitan dengan distribusi pengelolaan
gan "H_ularu. Buku Ini juga berisi tentang konsep hukum
aN Negara yang sejatinya digunakan bagi kepentingan negara

gmajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
an lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan,

) ﬁl]'damaian abadi, dan keadilan sosial. .

tribusi pengelolaan keuangan negara dipandang lebih
| ;ﬁ angsung kepada pemahaman yang menggambarkan
_-fusnan besar, yaitu kekuasaan besar negara untuk
angan negara. Kekuasaan besar ini kemudian
 kepada lembaga negara atau pemerintahan daerah,
Jjuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
yarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
SRS Sperar serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

E ,,,"lmp!rhltlkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan
2 Mhuln suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
lndonuslat

. Instrumen kebijakan distribusi keuangan negara adalah
peraturan perundang-undangan, yang berlaku secara umum kepada
masyarakat untuk menjembatani antara kepentingan satu orang
dengan orang lain karena setiap orang mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Konsepsi itu kemudian dianggap lebih condong pada
Madzhab Hans Kelsen karena antara peraturan perundang-undangan
yang satu dengan lainnya merupakan jenjang hierarki yang dipandang
sebagai bagian tingkatan superioritas, dan inferioritas.
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